



















Seorang dokter dapat melakukan kewenangan medis didasarkan atas kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang tenaga kesehatan, namun tindakan tersebut tentunya tidak serta merta dapat dilakukan oleh seorang dokter, hal tersebut berkaitan dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta prosedur medis yang harus dilakukan. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana kewenangan dokter dalam melakukan aborsi menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundang Bandung 
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah kewenangan dokter dalam melakukan aborsi menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada dasarnya diberi kewenangan sebagai bagian tugas dari tenaga medis sebagaimana diatur pula dalam Pasal 13 Kode Etik Kedokteran, namun demikian untuk menghindari ketentuan pidana maka syarat-syarat tindakan yang dilakukan haruslah diperhatikan meskipun berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengisyaratkan tidak ada tindakan medis yang dilakukan dokter yang salah (malpraktek) sepanjang pasien tidak merasa dirugikan. Perlindungan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah sepanjang persyaratan prosedur dilakukan maka tidak ada pertanggungjawaban hukum, selain itu sepanjang kondisi yang dihadapi adalah situasi darurat maka yang ada adalah tanggungjawab profesi.























Mendasarkan pada Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli​[1]​. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, Selama ini aborsi oleh tenaga medis dilakukan bilamana ada indikasi medis misalnya ibu dengan penyakit berat yang mengancam nyawa.
Salah satu kasus aborsi yang menjadi pusat perhatian di media massa adalah kasus aborsi yang melibatkan 10 orang yang diduga pelaku praktik aborsi dan sekitar 5.400 janin bayi berhasil ditemukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sepuluh pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut terdiri dari dua dokter ahli kandungan dengan inisial dr MN dan dr Li, empat karyawan poliklinik YN, AE, SA, DW, dan empat calo atau broker yang bertugas mencari korban yakni Li, Sm, Ww, dan Ro​[2]​. Pengungkapan kasus aborsi ini teramsuk kategori terbesar di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama tahun 2016.
Berdasarkan keterangan yang didapatkan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pelaku mengaku setiap hari rata-rata menerima tiga pasien yang akan menggugurkan kandungannya, sehingga jika dikalikan lima tahun diperkirakan jumlah janin yang telah diaborsi mencapai 5.400 janin. Berbicara masalah tarif aborsi yang dipatok klinik ilegal tersebut setiap pasien yang hamil tiga bulan dimintai biaya pengguguran kandungan Rp 2,5 juta. Sedangkan bagi yang mengandung lebih dari tiga bulan dipatok harga Rp 5 juta​[3]​.
Kasus lain yang berkaitan dengan profesi dokter sebagai tenaga profesional dalam hal medik adalah kasus The High Court in Rogers v Whitaker. Pengadilan tinggi pada V Rogers Whitaker harus berurusan dengan kasus di mana penggugat menjalani operasi pada mata kanannya . Penggugat sudah buta mata selama bertahun tahun,  Dr rogers menyarankannya bedah operasi yang dapat meningkatkan penampilan mata. Dr rogers tidak mengatakan bahwa risiko keberhasilannya adalah 1: 14000. Dr Rogers dituntut atas dasar bahwa ia telah lalai dengan tidak memberikan saran terkait dengan risiko bedah, karena dengan diberikannya informasi tersebut, kemungkinan pengugat tidak akan mau melakukan operasi tersebut. Permasalahan ini merupakan permasalahan standar tindakan medis yang harus dilakukan, dengan adanya unsur kelalaian atas prosedur standar, maka dapat juga dikatakan telah terjadi suatu pelanggaran medis​[4]​.

II.	IDENTIFIKASI MASALAH
	Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:
1.	Bagaimana kewenangan dokter dalam melakukan aborsi menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran?






Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN
A.	Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Mengkaji ketentuan Pasal 13 Kode Etik Kedokteran yang memberikan penjelasan bahwa hak seorang dokter untuk melakukan praktek dokter tidak terbatas pada suatu bidang ilmu kedokteran. la berhak dan berkewajiban menolong pasien, apapun yang dideritanya. Batas tindakan yang diambilnya terletak pada rasa tanggung jawab yang didasarkan pada ketrampilan dan keahliannya. 
Pada dasarnya aborsi dapat dilakukan dengan mendasar pada Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, yaitu adanya kedaryratan medis. Kedaruratan medis ini sifatnya paksaan untuk melakukan tindakna medis oleh seorang dokter. Dengan kata lain apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar baik pada sang ibu, anak maupun keduanya. Dokter dituntut untuk melakukan tindakan medis sebagai pertanggungjawaban profesi untuk menolong atau mengupayakan kesehatan baik bagi sang ibu, anak atau keduanya. Meskipun demikian, aborsi merupakan tindakan yang wajib disertai dengan prosedur yang wajib dilakukan oleh oleh seorang dokter, sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 sampai Pasal 80 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, yang dimulai dari STR, SIP sampai pelaksanaan standard profesi kedokteran. Permasalahan akan terjadi manakala ketentuan yang ada mengenai aborsi diabaikan oleh seorang dokter, yang akhirnya abortus provocatus criminalis dapat dikategorikan kepada dokter sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap hukum.
Tanggungjawab hukum ini dapat dikaji dari ketentuan hukum pidana yang dapat dikaji dari tiga pasal, yakni pasal 346, 347, dan 348 KUHP. Jika praktik aborsi dilakukan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggung jawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasal yang terbukti. Serta dapat dicabut hak menjalankan pencarian, in casu SIP atau STR dokter sebagai jantungnya praktik kedokteran.
Perbedaan mendasar antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medis terletak pada focus tindak pidana tersebut. Focus tindak pidana bisa terletak pada akibat dari tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana medis fokusnya pada sebab/kausa dari tindak pidana. Dalam tindak pidana medis (criminal malpractice) pertanggungjawaban pidananya harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan professional, misalnya kesalahan diagnosis atau kesalahan cara pengobatan atau perawatan. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat. Untuk lebih jelasnya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana akan diuraikan sebagai berikut:
Berbeda dari pada pandangan hukum pidana, apabila mengkaji dalam ranah hukum pidana maka, akan mengkaji hubungan antara dokter dengan pasien berdasarkan transaksi atau perjanjian terapeutik. Mengkaji hal tersebut, maka akan tertuju pada kajian syarat sah perjanjian terapeutik. Mengenai syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagai berikut​[5]​:
1.	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (toestemming van degene die zich verbinden) 
2.	Kecakapan untuk membuat perikatan (bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan) 
3.	Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) 
4.	Suatu sebab yang halal (geoorloofde oorzaak) 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sepanjang tindakan dokter didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati yang dilandaskan pada prosedur yang ada maka pertanggungjawaban dokter disisi hukum menjadi hilang apabila terjadi tuntutan dari pasien.
B. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
Pengaturan pengecualian larangan aborsi yang diatur dalam Pereturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi. Menurut fatwa MUI bahwa aborsi haram hukumanya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu kecuali adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Kedua aturan diatas mencerminkan adanya tindakan paksa atau overmach yang tercipta dari adanya tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter. Overmach ini merupakan konsep kedaruratan situasi dan kondisi, dalam hal ini seorang dokter dituntut untuk melakukan suatu tindakan medis untuk melakukan aborsi yang didorong oleh situasi dan kondisi apabila tidak ditangani akan menimbulkan keadaan yang buruk baik bagi sang ibu atau bayi atau keduanya.
Fatwa MUI, Keadaan darurat itu dinama perempuan hamil menderita sakit fisik barat dan keadaan kehamilan yang mengancam nyawa si ibu. Keadaan hajat disebabkan janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kalak sulit disembuhkan dan kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang. Kebolehan aborsi harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari dan bukan kehamilan akibat perzina. 
Orang yang mengaku diperkosa sebagai pembenaran atas tindakan aborsi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi tentu memerlukan pembuktian yang tidak mudah. Ditambah pula tindakan aborsi diatur dengan kriteria, syarat, ketentuan dan standar ketat. Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi ditetapkan justru untuk melindungi ibu yang disebabkan oleh uzur yang bersifat darurat dan hajat melakukan tindakan aborsi. Perlindungan yang dimaksud adalah dari tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan norma agama.
Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi di atas merumuskan perlindungan hukum terhadap dokter secara prefentif, yaitu perlindungan hukum yang didasari dari adanya sikap kehati-hatian dengan mengikuti prosedur yang ada. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi mengatur mengenai harus adanya konseling, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sebelum dilakukannya aborsi, meskipun sudah ada pengakuan dari calon ibu bahwasannya kehamilan tersebut diakibatkan tindakan perkosaan. Sedangkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi mensyaratkan bahwa tindakan aborsi dilakukan sesuai dengan prosedur. Dengan demikian, perlindungan secara prefentif ini pada dasarnya terletak pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
Akan tetapi, sebelum hal itu dilakukan maka untuk menghindari kategori abortus provicatus criminalis yang dilakukan dokter maka izin praktek yang wajib dimiliki oleh seorang dokter untuk melakukan praktek kedokteran wajib dimiliki terlebih dahulu oleh dokter, sehingga prosedural yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini pada dasarnya merupakan pertangungjawaban profesi. Sebagaimana diketahui pertanggungjawaban profesi dokter ini berupa “mengupayakan sesuatu” dengan kata lain bukan hasil yang diperoleh tapi proses yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
Tindakan dokter dalam melakukan tindakan aborsi, tidak tepat apabila dilekatkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan manakala tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dilakukan berdasarkan pada prosedur yang telah dilakukan, seperti adanya Surat Tanda Registrasi ataupun informed consent yang merupakan suatu pernyataan kesediaan pasien untuk dilakukan tindakan medis. Ketika hal tersebut dilakukan maka abortus provocatus criminalis dapat dihindari. Abortus provocatus criminalis melekat pada pertanggungjawaban yang didasarkan pada unsur kesalahan, namun demikian hal tersebut dapat serta merta dapat diterapkan pada seorang dokter, karena sifat tindakan dokter terhadap tindakan aborsi sebatas tindakan medis yang dilakukan dokter berdasarkan kewenangan yang ada.
Selain perlindungan secara prefentif, perlindungan hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan perundangan yang sifatnya memaksa. Perlindungan hukum ini sifatnya untuk memberikan efek rasa takut pada dokter untuk melakukan tindakan aborsi. Rasa takut ini didasarkan pada sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang ada, seperti halnya ketentuan KUHPidana. 
Perlindungan represif ini merupakan suatu border atau batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk melakukan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk memberikan arahan atau petunjuk bagi dokter untuk tidak melakukan tindakan medis (aborsi) apabila tidak ingin dijerat oleh hukum. Keadaan apabila seorang dokter melakukan tindakan medis (aborsi) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka, hukum akan menindak dokter tersebut keranah hukum dengan tuntutan pidana, sebagaimana kasus aborsi illegal yang banyak terjadi. Mengkaji tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter berupa tinakan medis yang sifatnya darurat tidak serta merta menandakan adanya immunitas dokter terhadap hukum yang ada. Adanya unsur prosedur atau aturan yang ada atau sebagaimana diatur dalam bollam test mengenai tindakan yang dilakukan dokter yang tidak sesuai dengan prosedur maka ketentuan hukum dapat diterapkan terhadap dokter tersebut. 
Dengan kata lain, bollam test yang dapat dikatakan sebagai standarisasi tindakan dokter untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sangat terlihat jelas. Dalam bollam test sendiri dijelaskan mengenai prosedur dokter dalam melakukan tindakan medis dan dijelaskana pula tindakan dokter apabila tidak melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan prosedur. 
Bollam test memberikan arahan mengenai perlindungan prefentif dan perlindungan refresif. Perlindungan refresif dipaparkan mengenai mekanisme prosedural yang harus ditempuh oleh dokter sebagaimana diatur pula dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, sedangkan perlindungan refresif menurut paparan bollam test adalah tanggungjawab dokter terhadap tindakan yang tidak sesuai prosedur yaitu ketentuan pidana. 
Sifat bollam test ini pada dasarnya global, yaitu tidak tertuju atau mengarah pada suatu negara tertentu, namun dalam pengaplikasiannya setiap negara dengan berbagai sistem hukum yang diterapkan oleh negara-negara tersebut dapat menerapkan atau mengaplikasikan bollam test. Bollam test pula pada dasarnya tidak hanya melindungi dokter dari tindakan medis yang dilakukannya, tapi melindungi juga pasien yang dihadapi dokter tersebut. Perlindungan terhadap pasien tersebut terlihat dari paparan yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasien atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Pasien wajib tahu dan dapat memepertanyakan tindakan dokter yang dilakukan. Hal tersebut untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dokter terhadap pasien.
Salah satu bentuk kesewenang-wenangan dokter terhadap pasien adalah fraud atau kecurangan. Kecurangan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien mungkin saja terjadi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kemampuan dokter dalam mengatasi suatu penyakit yang notabenenya pasien tidak mengetahuinya. Peluang terjadi fraud ini pada dasarnya telah diantisipasi oleh bollam test dengan menyatakan prosedur interaksi yang dilakukan oleh dokter dengan pasien haruslah terbuka.




Berdasarkan analisa yang dilakukan pada bab iv maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Kewenangan dokter dalam melakukan tindakan aborsi bukan merupakan suatu tindakan kriminal sebagaimana dimaksud Pasal 346, 347 348 KUHPidana. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktek Kedokteran haruslah memenuhi ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 80 yaitu memiliki STR(Pasal 75) SIP (Pasal 76) menggunakan standard profesi yang ditetapkan dalam persyaratan administrasi serta standard profesi. 
Di Indonesia pada prinsipnya semua tindakan aborsi dalam semua bentuknya merupakan hal yang terlarang. Secara umum, aborsi yang berupa menggugurkan atau membunuh kandungan berdasarkan ketentuan Pasal 346, 347, 348 KUHP dikategorikan sebagai abortus provocatus criminalis, dikecualikan dari ketentuan ini apabila aborsi dilakukan dengan alasan kesehatan medis atau abortus provocatus medicalis. Secara tegas menurut ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa aborsi merupakan hal yang terlarang kecuali terdapat indikasi kedaruratan medis dan trauma psikologis atas korban perkosaan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.




a.	Karena aturan hukum mengenai aborsi diatur tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan maka perlindungan hukum untuk menciptakan kepastian hukum semakin sulit untuk diciptakan, oleh karena itu diperlukan kompilasi (perhimpunan hukum tentang aborsi dalam satu kitab/satu aturan)
b.	Langkah untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan hukum tentang kesehatan secara integratif
2.	Praktisi
Dokter sebagai sebuah profesi dalam mengupayakan kesehatan terhadap pasiennya, wajib berinteraksi dengan pasiennya dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya terlepas dari dilakukannya penanganan medis atau tidak dikarenakan atas informasi yang diberikan kepada pasien. Hal tersebut tentunya sebagai prosedur dasar dalam pelayanan medis sekaligus untuk menciptakan hubungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3.	Akademisi
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